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Abstrak: Artikel ini mengkaji reformasi penegakan hukum dalam Kepolisian Negara 

Republik Indonesia, dengan fokus pada tantangan dan solusi yang dihadapi selama 

proses reformasi. Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan mendesak untuk 
meningkatkan efektivitas dan integritas kepolisian dalam rangka membangun 

kepercayaan publik dan memastikan penegakan hukum yang adil. Tujuan utama 

penelitian ini adalah untuk mengevaluasi tantangan yang dihadapi oleh kepolisian 

selama reformasi dan mengidentifikasi solusi yang dapat memperbaiki proses tersebut. 
Metode penelitian yang digunakan adalah studi kualitatif dengan analisis data dari 

wawancara, dokumen kebijakan, dan laporan kasus. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa tantangan utama meliputi ketidakstabilan internal, resistensi terhadap perubahan, 
dan kekurangan dalam pelatihan serta sumber daya. Solusi yang diusulkan mencakup 

penguatan kapasitas institusi, peningkatan transparansi, dan reformasi dalam struktur 

kepolisian. Kesimpulan dari penelitian ini menekankan pentingnya pendekatan yang 

komprehensif dan partisipatif dalam reformasi penegakan hukum untuk mencapai 
keadilan dan efektivitas yang lebih tinggi dalam kepolisian. 

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Reformasi, Kepolisian. 

 
Abstract: This article examines law enforcement reform within the Indonesian National Police, 
focusing on the challenges and solutions encountered throughout the reform process. The urgency of 

this research lies in the pressing need to enhance the effectiveness and integrity of the police force to 

build public trust and ensure fair law enforcement. The primary objective of this study is to evaluate 
the challenges faced by the police during the reform and identify solutions that can improve the 

process. The research methodology employed is qualitative, involving data analysis from interviews, 

policy documents, and case reports. The findings indicate that major challenges include internal 
instability, resistance to change, and deficiencies in training and resources. Proposed solutions 

involve strengthening institutional capacity, increasing transparency, and restructuring the police 
force. The conclusion emphasizes the importance of a comprehensive and participatory approach to 

law enforcement reform to achieve higher levels of justice and effectiveness within the police. 

Keywords: Law Enforcement, Reform, Police. 

PENDAHULUAN 

Reformasi penegakan hukum dalam 

kepolisian merupakan topik yang semakin 

mendesak di Indonesia, mengingat pentingnya 

peran kepolisian dalam menjaga ketertiban 

dan keamanan masyarakat. Perubahan yang 

cepat dalam dinamika sosial, ekonomi, dan 

politik telah menuntut kepolisian untuk 

beradaptasi dengan tuntutan baru yang lebih 

kompleks. Oleh karena itu, penelitian ini 

berfokus pada tantangan dan solusi dalam 

reformasi penegakan hukum di institusi 

kepolisian di Indonesia, dengan tujuan untuk 

mengeksplorasi bagaimana reformasi dapat 

diimplementasikan secara efektif untuk 

memperbaiki sistem peradilan dan 

meningkatkan kepercayaan publik. 

Reformasi penegakan hukum di 

kepolisian di Indonesia telah menjadi agenda 

prioritas sejak awal 2000-an. Proses ini 

dilatarbelakangi oleh kebutuhan mendesak 

untuk meningkatkan transparansi, 

akuntabilitas, dan profesionalisme di 

lingkungan kepolisian. Penelitian terdahulu 

menunjukkan bahwa meskipun telah 

dilakukan berbagai upaya reformasi, 

tantangan yang dihadapi masih signifikan. 

Menurut Setiawan (2019), kendala utama 

dalam reformasi kepolisian adalah 

ketidakcukupan sumber daya, kurangnya 

pelatihan, dan budaya korupsi yang masih 

mengakar dalam institusi kepolisian. 

Salah satu aspek penting dalam reformasi 

kepolisian adalah peningkatan akuntabilitas 

dan transparansi. Penelitian oleh Kurniawati 
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(2018) menyoroti bahwa mekanisme 

pengawasan internal dan eksternal yang ada 

sering kali tidak efektif dalam mencegah 

penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran 

hak asasi manusia. Reformasi yang dirancang 

untuk memperbaiki mekanisme ini perlu 

mempertimbangkan bagaimana pengawasan 

dapat dilakukan dengan lebih independen dan 

objektif. 

Selain itu, penelitian oleh Harsono 

(2020) mengungkapkan bahwa resistensi 

terhadap perubahan di tingkat institusi sering 

kali menghambat reformasi yang efektif. 

Penegakan hukum yang tidak konsisten dan 

kurangnya dukungan dari aparat kepolisian 

sendiri menjadi penghalang besar dalam 

mencapai tujuan reformasi. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengidentifikasi strategi yang 

dapat mengatasi resistensi tersebut dan 

mendorong adopsi perubahan yang lebih luas. 

Di sisi lain, keberhasilan reformasi 

penegakan hukum di negara lain memberikan 

pelajaran berharga. Studi kasus internasional, 

seperti di Amerika Serikat dan Inggris, 

menunjukkan bahwa reformasi yang 

melibatkan perbaikan pelatihan, pembentukan 

unit pengawasan independen, dan 

peningkatan partisipasi masyarakat dapat 

menghasilkan perubahan yang positif. Oleh 

karena itu, penelitian ini akan mengeksplorasi 

bagaimana pendekatan serupa dapat 

diadaptasi dan diterapkan dalam konteks 

Indonesia (Smith & Jones, 2019). 

Kebaruan dari penelitian ini terletak 

pada pendekatan yang komprehensif dalam 

menganalisis tantangan dan solusi dalam 

reformasi kepolisian di Indonesia. Penelitian 

ini tidak hanya akan menilai efektivitas 

kebijakan yang telah diterapkan, tetapi juga 

akan mengeksplorasi aspek-aspek yang belum 

banyak diteliti, seperti dampak budaya 

organisasi terhadap implementasi reformasi 

dan peran masyarakat dalam mendukung 

perubahan. 

Penelitian ini juga akan 

mengintegrasikan teori-teori terbaru dalam 

manajemen perubahan dan reformasi institusi 

untuk menawarkan solusi yang lebih inovatif. 

Dengan menggabungkan data empiris dan 

studi kasus, penelitian ini bertujuan untuk 

memberikan rekomendasi praktis yang dapat 

digunakan oleh pembuat kebijakan dan pihak-

pihak terkait dalam upaya untuk memperbaiki 

sistem penegakan hukum di kepolisian. 

Melalui analisis mendalam tentang 

tantangan yang dihadapi dan solusi yang 

ditawarkan, diharapkan penelitian ini dapat 

berkontribusi pada pengembangan strategi 

reformasi yang lebih efektif dan berkelanjutan, 

serta memberikan panduan bagi reformasi 

kepolisian yang dapat meningkatkan 

kepercayaan publik dan kinerja institusi 

kepolisian secara keseluruhan. 

 

METODE  

Penelitian ini menggunakan pendekatan 

kualitatif untuk mengeksplorasi reformasi 

penegakan hukum dalam kepolisian di 

Indonesia (Alm & Embrechts, 2017). 

Pendekatan ini dipilih untuk memahami 

secara mendalam tantangan dan solusi yang 

terkait dengan reformasi kepolisian melalui 

analisis data dari berbagai sumber (Harris, 

2015). Data dikumpulkan melalui beberapa 

metode sebagai berikut: 

1. Studi Literatur 

Mengumpulkan data dari buku, jurnal 

akademik, laporan pemerintah, dan 

dokumen-dokumen lain yang relevan 

dengan reformasi kepolisian di Indonesia. 

Sumber ini memberikan landasan teori dan 

konteks historis serta pembahasan tentang 

tantangan dan solusi yang telah diterapkan 

(Sihombing, 2019). 

2. Wawancara 

Melakukan wawancara dengan berbagai 

informan kunci seperti pejabat kepolisian, 

akademisi, praktisi hukum, dan pengamat 

kebijakan. Wawancara ini bertujuan untuk 

memperoleh wawasan langsung mengenai 

implementasi reformasi dan tantangan di 

lapangan (Wright, 2020). 
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3. Observasi 

Observasi langsung terhadap implementasi 

reformasi kepolisian di beberapa daerah 

sebagai studi kasus. Observasi ini 

membantu memahami bagaimana 

reformasi diterapkan dalam praktik dan 

mengidentifikasi masalah yang muncul 

(Zainuddin). 

Data yang diperoleh dari studi literatur, 

wawancara, dan observasi akan dianalisis 

dengan metode analisis tematik. Langkah-

langkah analisis meliputi: 

1. Pengkodean Data 

Mengidentifikasi dan mengkategorikan 

tema-tema utama dari data wawancara dan 

observasi. 

2. Analisis Tematik 

Menganalisis tema-tema yang muncul 

untuk memahami pola-pola utama terkait 

tantangan dan solusi dalam reformasi 

penegakan hukum. Analisis ini akan 

mencakup pengidentifikasian kekuatan dan 

kelemahan dalam implementasi reformasi 

serta saran-saran untuk perbaikan. 

3. Triangulasi Data 

Membandingkan dan memverifikasi data 

dari berbagai sumber (literatur, wawancara, 

dan observasi) untuk memastikan validitas 

dan konsistensi temuan penelitian. 

 

HASIL DAN DISKUSI 

Reformasi penegakan hukum dalam 

Kepolisian Negara Republik Indonesia telah 

menghadapi berbagai tantangan yang 

signifikan dan memerlukan solusi yang efektif 

untuk memastikan keberhasilan implementasi. 

Berdasarkan hasil penelitian, tiga tantangan 

utama yang diidentifikasi selama proses 

reformasi adalah ketidakstabilan internal, 

resistensi terhadap perubahan, dan 

kekurangan dalam pelatihan serta sumber 

daya. 

1. Ketidakstabilan Internal 

Salah satu hambatan terbesar dalam 

reformasi penegakan hukum adalah 

ketidakstabilan internal dalam struktur 

organisasi kepolisian. Ketidakpastian 

mengenai peran dan tanggung jawab 

sering kali mengakibatkan kebingungan di 

kalangan anggota kepolisian. Pergeseran 

kepemimpinan yang berulang juga 

mengganggu konsistensi dan kontinuitas 

reformasi. Setiap perubahan dalam 

kepemimpinan dapat mengubah prioritas 

dan arah kebijakan, yang sering kali 

menyebabkan gangguan dalam proses 

implementasi reformasi. Oleh karena itu, 

diperlukan upaya untuk memperkuat 

struktur organisasi dan menetapkan 

mekanisme yang dapat menjaga stabilitas 

dalam jangka panjang. 

2. Resistensi terhadap Perubahan 

Resistensi terhadap perubahan dari 

anggota kepolisian dan pihak-pihak 

terkait merupakan tantangan signifikan 

yang harus dihadapi. Banyak anggota 

kepolisian menunjukkan kekhawatiran 

terhadap dampak reformasi pada budaya 

organisasi mereka. Resistensi ini sering 

kali muncul karena ketidakpastian 

mengenai perubahan yang diusulkan dan 

kurangnya pemahaman tentang manfaat 

yang diharapkan dari reformasi. Beberapa 

anggota mungkin merasa bahwa 

perubahan akan mengancam posisi atau 

metode kerja mereka yang telah mapan. 

Untuk mengatasi masalah ini, penting 

untuk melibatkan anggota kepolisian 

dalam proses reformasi secara aktif, 

menyediakan pelatihan yang memadai, 

dan menjelaskan dengan jelas keuntungan 

reformasi bagi individu dan institusi 

secara keseluruhan. 

3. Kekurangan dalam Pelatihan dan Sumber 

Daya 

Kekurangan dalam pelatihan dan sumber 

daya juga telah menghambat efektivitas 

reformasi. Tanpa pelatihan yang 

memadai, anggota kepolisian mungkin 

tidak memiliki keterampilan atau 

pengetahuan yang diperlukan untuk 

menerapkan prosedur baru dan teknik 
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penegakan hukum yang diperbarui. Selain 

itu, kekurangan peralatan yang diperlukan 

sering kali membatasi kemampuan 

mereka untuk menjalankan tugas dengan 

efisien. Kurangnya sumber daya ini juga 

berdampak pada motivasi dan kinerja 

anggota kepolisian, yang pada gilirannya 

dapat mengurangi keberhasilan reformasi. 

Untuk mengatasi kekurangan ini, penting 

untuk meningkatkan investasi dalam 

pelatihan berkelanjutan dan penyediaan 

peralatan yang diperlukan, serta 

memastikan alokasi anggaran yang 

memadai untuk mendukung reformasi. 

4. Kesulitan dalam Koordinasi 

Koordinasi antar lembaga yang kurang 

optimal juga menjadi tantangan penting. 

Dalam reformasi penegakan hukum, 

seringkali terdapat ketidakselarasan 

antara kebijakan yang diterapkan di 

tingkat pusat dan pelaksanaannya di 

tingkat daerah. Kurangnya koordinasi ini 

dapat mengakibatkan kebijakan yang 

tidak konsisten dan implementasi yang 

tidak merata. Untuk mengatasi masalah 

ini, diperlukan upaya yang lebih besar 

dalam meningkatkan komunikasi dan 

kerjasama antara berbagai lembaga 

pemerintah dan unit-unit kepolisian di 

seluruh wilayah. 

5. Masalah Kultural 

Budaya internal kepolisian yang resistif 

terhadap perubahan juga berkontribusi 

pada tantangan reformasi. Struktur 

hierarkis yang kaku dan norma-norma 

tradisional sering kali bertentangan 

dengan prinsip reformasi yang lebih 

modern dan partisipatif. Mengatasi 

masalah kultural ini memerlukan 

pendekatan yang sensitif dan strategis, 

termasuk upaya untuk mengubah persepsi 

dan sikap anggota kepolisian melalui 

pendidikan dan keterlibatan aktif dalam 

proses reformasi. 

 

 

6. Kurangnya Dukungan Publik 

Dukungan publik yang terbatas terhadap 

reformasi kepolisian juga dapat 

mempengaruhi keberhasilan 

implementasi. Masyarakat yang tidak 

memahami tujuan dan manfaat reformasi 

mungkin tidak memberikan dukungan 

yang diperlukan untuk perubahan yang 

diusulkan. Oleh karena itu, penting untuk 

meningkatkan transparansi dan 

melibatkan masyarakat dalam proses 

reformasi melalui kampanye informasi 

dan dialog publik. 

7. Penegakan Hukum yang Tidak Konsisten 

Penegakan hukum yang tidak konsisten di 

lapangan juga menjadi masalah besar. 

Ketidakpastian dalam penerapan hukum 

dapat menyebabkan ketidakadilan dan 

merusak kepercayaan publik terhadap 

kepolisian. Untuk memperbaiki masalah 

ini, perlu ada pengawasan yang lebih ketat 

dan mekanisme evaluasi yang efektif 

untuk memastikan bahwa reformasi 

diterapkan secara konsisten di seluruh 

wilayah. 

8. Masalah Infrastruktur 

Infrastruktur yang tidak memadai dapat 

menghambat pelaksanaan reformasi yang 

efektif. Keterbatasan dalam fasilitas dan 

teknologi sering kali mengurangi efisiensi 

operasional kepolisian. Investasi dalam 

infrastruktur yang modern dan terintegrasi 

sangat penting untuk mendukung 

implementasi reformasi yang sukses. 

9. Keterlibatan Stakeholder 

Keterlibatan stakeholder yang kurang 

dalam proses reformasi dapat mengurangi 

efektivitas perubahan. Stakeholder seperti 

lembaga masyarakat sipil, organisasi non-

pemerintah, dan akademisi harus 

dilibatkan dalam merancang dan 

mengevaluasi reformasi untuk 

memastikan bahwa kebijakan yang 

diusulkan memenuhi kebutuhan dan 

harapan berbagai pihak. 
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10. Evaluasi dan Monitoring 

Terakhir, kurangnya sistem evaluasi dan 

monitoring yang efektif juga merupakan 

tantangan dalam reformasi penegakan 

hukum. Sistem yang kuat diperlukan 

untuk mengevaluasi kemajuan reformasi, 

mengidentifikasi masalah yang muncul, 

dan menyesuaikan kebijakan sesuai 

kebutuhan. Pembangunan mekanisme 

monitoring yang komprehensif dapat 

membantu memastikan bahwa reformasi 

dilaksanakan sesuai dengan tujuan dan 

standar yang ditetapkan. 

Penelitian menunjukkan bahwa 

ketidakstabilan internal dalam struktur 

organisasi kepolisian merupakan hambatan 

utama dalam reformasi. Ketidakpastian 

mengenai peran dan tanggung jawab, serta 

pergeseran kepemimpinan yang sering, 

mengganggu konsistensi reformasi dan 

membatasi efektivitas implementasi kebijakan. 

Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan 

restrukturisasi organisasi yang memberikan 

peran yang jelas dan stabilitas kepemimpinan. 

Penataan ulang struktur dan prosedur internal 

harus dilakukan untuk mengurangi 

ketidakpastian dan meningkatkan efisiensi 

operasional. Proses ini termasuk pembentukan 

tim manajemen yang stabil dan penetapan 

tanggung jawab yang tegas di setiap level 

organisasi (Fitrani, 2016; Widodo, 2017). 

Resistensi dari anggota kepolisian 

terhadap reformasi adalah tantangan 

signifikan. Faktor-faktor seperti kekhawatiran 

akan perubahan budaya organisasi dan 

kurangnya pemahaman tentang manfaat 

reformasi sering kali memperlambat proses 

perubahan. Untuk mengatasi resistensi ini, 

perlu diterapkan pendekatan manajerial yang 

melibatkan partisipasi aktif anggota kepolisian 

dalam perancangan dan pelaksanaan 

reformasi. Program pelatihan yang 

komprehensif dan sosialisasi yang intensif 

harus disertai dengan komunikasi yang efektif 

mengenai manfaat reformasi, serta penciptaan 

ruang bagi feedback dari anggota untuk 

mengatasi kekhawatiran mereka (Nugroho, 

2018; Alwi, 2019). 

Kekurangan dalam pelatihan dan sumber 

daya mempengaruhi kemampuan anggota 

kepolisian dalam melaksanakan reformasi 

secara efektif. Kurangnya pelatihan yang 

memadai dan peralatan yang diperlukan 

sering kali menjadi kendala utama. Untuk 

mengatasi masalah ini, investasi yang lebih 

besar dalam pelatihan berkelanjutan dan 

penyediaan peralatan yang modern sangat 

diperlukan. Program pelatihan harus 

dirancang untuk meningkatkan keterampilan 

praktis anggota kepolisian, sementara 

pembaruan peralatan harus memastikan 

bahwa mereka memiliki alat yang sesuai untuk 

melaksanakan tugas dengan efisien (Junaidi, 

2020; Prabowo, 2021). 

Koordinasi yang kurang baik antara 

lembaga pemerintah dan peradilan dapat 

menghambat efektivitas reformasi hukum. 

Tantangan ini mencakup ketidakselarasan 

dalam kebijakan dan prosedur antar lembaga 

yang berbeda, yang sering kali menyebabkan 

implementasi yang tidak konsisten. 

Meningkatkan koordinasi memerlukan 

pengembangan mekanisme komunikasi yang 

efektif dan forum koordinasi reguler antara 

lembaga-lembaga terkait untuk 

menyelaraskan kebijakan dan tindakan 

mereka (Haryanto, 2021; Sari, 2022). 

Transparansi dalam pelaksanaan 

reformasi adalah kunci untuk mendapatkan 

dukungan publik dan memastikan 

akuntabilitas. Penelitian menunjukkan bahwa 

kurangnya transparansi dapat menimbulkan 

keraguan di masyarakat dan mempengaruhi 

kepercayaan terhadap institusi kepolisian. 

Untuk meningkatkan transparansi, penting 

untuk menerapkan prosedur pelaporan yang 

jelas dan menyediakan akses publik yang 

memadai terhadap informasi terkait reformasi 

(Wahyudi, 2019; Amelia, 2020). 

Pengembangan kapasitas institusi 

melalui pelatihan dan pembaruan sumber 

daya adalah langkah penting untuk 
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mendukung reformasi. Penelitian 

menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas 

institusi sangat berpengaruh terhadap 

keberhasilan implementasi kebijakan. 

Program pelatihan harus difokuskan pada 

pengembangan keterampilan dan 

pengetahuan yang relevan dengan reformasi, 

sementara pembaruan sumber daya harus 

mencakup teknologi dan infrastruktur yang 

mendukung (Kusnadi, 2020; Santoso, 2021). 

Penegakan hukum yang konsisten 

merupakan tantangan besar dalam reformasi 

kepolisian. Inkonsistensi dalam penerapan 

hukum dapat mengurangi efektivitas reformasi 

dan menimbulkan ketidakadilan. Solusi untuk 

masalah ini termasuk penetapan standar 

operasional prosedur yang jelas dan pelatihan 

untuk memastikan bahwa semua anggota 

kepolisian mematuhi prosedur tersebut secara 

konsisten (Yuliana, 2018; Siregar, 2019). 

Keterlibatan masyarakat dalam proses 

reformasi adalah aspek penting yang sering 

kali kurang diperhatikan. Penelitian 

menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat 

dapat meningkatkan akuntabilitas dan 

efektivitas reformasi. Untuk meningkatkan 

keterlibatan masyarakat, perlu diterapkan 

mekanisme partisipasi yang inklusif, seperti 

forum konsultasi publik dan mekanisme 

feedback yang memungkinkan masyarakat 

untuk menyuarakan pendapat mereka tentang 

reformasi (Maulani, 2020; Pratiwi, 2021). 

Evaluasi dan Monitoring Reformasi: 

Evaluasi dan monitoring adalah bagian 

integral dari reformasi yang efektif. Penelitian 

menunjukkan bahwa kurangnya sistem 

evaluasi yang efektif dapat menghambat 

kemampuan untuk menilai kemajuan dan 

menyesuaikan kebijakan sesuai kebutuhan. 

Menerapkan sistem monitoring dan evaluasi 

yang terintegrasi dapat membantu memantau 

kemajuan reformasi, mengidentifikasi 

masalah yang muncul, dan melakukan 

penyesuaian yang diperlukan (Dewi, 2019; 

Wibowo, 2020). 

Budaya Organisasi: Budaya organisasi 

yang ada di kepolisian sering kali menjadi 

hambatan bagi reformasi. Budaya yang 

konservatif dan resistensi terhadap perubahan 

dapat memperlambat proses reformasi. 

Mengatasi tantangan ini memerlukan 

pendekatan budaya yang melibatkan 

perubahan nilai-nilai dan norma-norma di 

dalam organisasi, serta penerapan program 

pengembangan budaya yang mendukung 

reformasi dan inovasi (Aditya, 2021; Lestari, 

2022). 

Dengan menghadapi tantangan-

tantangan yang ada dan menerapkan solusi 

yang tepat, reformasi penegakan hukum di 

Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat 

dilaksanakan dengan lebih efektif. 

Transformasi ini bertujuan untuk menciptakan 

sistem kepolisian yang lebih modern dan 

adaptif, yang mampu memenuhi harapan 

masyarakat akan keadilan dan efektivitas 

hukum. Proses reformasi harus terus dipantau 

dan dievaluasi untuk memastikan bahwa hasil 

yang diinginkan dapat tercapai dan 

keberhasilan reformasi dapat berkelanjutan 

dalam jangka panjang. 

 

KESIMPULAN 

Reformasi penegakan hukum dalam 

Kepolisian Negara Republik Indonesia 

menghadapi berbagai tantangan yang 

signifikan, termasuk ketidakstabilan internal, 

resistensi terhadap perubahan, dan 

kekurangan dalam pelatihan serta sumber 

daya. Ketidakstabilan internal, yang meliputi 

ketidakpastian mengenai peran dan tanggung 

jawab serta perubahan kepemimpinan yang 

sering terjadi, mengganggu konsistensi 

reformasi dan menghambat efektivitas 

implementasi. Resistensi dari anggota 

kepolisian terhadap perubahan yang diusulkan 

memperlambat adopsi reformasi, sering kali 

karena kekhawatiran tentang perubahan 

budaya organisasi dan kurangnya pemahaman 

mengenai manfaat reformasi. Selain itu, 

kekurangan dalam pelatihan dan sumber daya 
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memengaruhi kemampuan polisi untuk 

menerapkan prosedur baru dan teknik 

penegakan hukum secara efektif. 

Untuk mengatasi tantangan-tantangan 

ini, beberapa solusi dapat diterapkan, 

termasuk penguatan kapasitas institusi, 

peningkatan transparansi, dan reformasi 

struktural dalam kepolisian. Meningkatkan 

stabilitas kepemimpinan dan menata ulang 

struktur organisasi dapat membantu 

mengurangi ketidakpastian dan meningkatkan 

efisiensi. Program pelatihan yang lebih intensif 

dan penyediaan sumber daya yang memadai 

akan memastikan bahwa anggota kepolisian 

dapat memenuhi standar baru dan 

menghadapi tantangan penegakan hukum 

dengan lebih baik. Dengan langkah-langkah 

ini, diharapkan proses reformasi dapat 

dilaksanakan dengan lebih efektif, 

menghasilkan sistem kepolisian yang lebih 

responsif, transparan, dan adil dalam 

menjalankan tugasnya. 
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